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Abstrak 
Nama  : Ahmad Syam 
Nim  : 10400114289 
Judul : Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik Di Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto 
 
 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana kinerja aparatur sipil negara (ASN) 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Tamalatea ? Pokok masalah 
tersebut selanjutnya dirumuskan beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu 1) 
Bagaimana kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di 
Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto ?, 2) Apakah faktor-faktor yang menghambat 
kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Puskesmas 
Tamalatea Kabupaten Jeneponto ? 
 Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan 
yuridis. Adapun sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yakni data yang 
didapat dari kepala puskesmas dan masyarakat, dan data sekunder didapatkan dari sumber lain 
seperti buku. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan 
yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai dinilai cukup baik di Puskesmas 
Tamalatea Kabupaten Jeneponto ditandai dengan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan 
pekerjaan tepat waktu dan juga tingginya rasa tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat, akan 
tetapi masih perlu perhatian dan perbaikan dalam proses pelayanan agar lebih maksimal. Faktor 
penghambat yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, keterbatasan obat- obatan dan 
kurangnya tenaga medis. 
Implikasi penelitian ini adalah : diharapkan kualitas pekerjaan pegawai dapat terlaksana 
dengan baik, dan diharapkan juga motivasi kerja pegawai dapat meningkat agar lebih baik lagi, 








A. Latar Belakang Masalah 
Teori ilmu administrasi Negara mengajarkan bahwa pemerintahan Negara 
pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan 
dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat Negara 
modern sebagai suatu Negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan 
dikaitkan dengan hakikat Negara sebagai suatu Negara kesejahteraan (welfare state). 
Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua kehidupan dan 
penghidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan pelaksanaannya 
dipercayakan kepada aparatur pemerintahan tertentu yang secara fungsional 
bertanggung jawab atas bidang- bidang tertentu kedua fungsi tersebut.1 
Perkembangan instansi pemerintahan yang ada di Indonesia belakangan ini mengarah 
pada tuntunan pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan cita- cita reformasi. 
Akibatnya pemerintah tidak hanya dituntut memberikan pelayanan yang lebih baik, 
namun juga dituntut untuk dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien 
sesuai kaidah administrasi Negara agar dapat terwujud pelayanan yang maksimal. 
                                                           
1 Hadiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik:Konsep,Dimensi, Indicator. Dan Implementasinya 
(Yogyakarta : gava media, 2011), h. 10 
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Sebagaimana diketahui terbentuknya Undang- Undang nomor 5 tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebagaimana dilakukan perubahan atas 
Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok- pokok kepegawaian bahwa 
untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, 
perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban 
mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan 
kinerjanya dan menerapkan prinsip kinerja dalam pelaksanaan manajemen aparatur 
sipil Negara. 
… Allah berfirman dalam Qs An- Nisa/4 : 58 - 59 
* ¨β Î) ©! $# öΝ ä. ããΒ ù' tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δ r& # sŒ Î) uρ Ο çFôϑ s3ym t ÷ t/ Ä¨$¨Ζ9$# βr& (#θßϑ ä3 øt rB ÉΑ ô‰yè ø9$ Î/ 4 ¨β Î) 
©! $# $−Κ ÏèÏΡ / ä3 Ýà Ïètƒ ÿÏµ Î/ 3 ¨β Î) ©! $# tβ% x. $ Jè‹ Ïÿxœ #Z ÅÁ t/ ∩∈∇∪   $pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr& uρ 
tΑθß™ §9$# ’ Í< 'ρ é&uρ Í÷ ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ–Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™§9 $# uρ βÎ) ÷Λ äΨ ä. tβθãΖÏΒ ÷σ è? «! $ Î/ 
ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡sŒ × ö yz ß|¡ ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù' s? ∩∈∪    
Terjemahnya:  
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 
yang memberi peringatan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, 
Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 
kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada 
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Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya.2 
 
Pada ayat 58 ditekankan kewajiban menunaikan amanah, antara lain dalam 
bentuk menegakkan keadilan, maka berdampingan dengan itu, dalam ayat 59 
ditetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada ulilamri. 
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi para pegawai negeri sipil 
(PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada 
instansi pemerintah.3 
Kinerja merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang 
berlaku, dalam kurung waktu tertentu, berkenan dengan pekerjaan serta perilaku dan 
tindakannya.4 
Tingkat keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut 
dengan istilah “level of performance” atau level kinerja. Pegawai yang memiliki 
level kinerja yang tinggi merupakan pegawai yang produktivitas kerjanya cukup 
tinggi, begitupun sebaliknya, pegawai yang memiliki level kinerja tidak sesuai 
                                                           
2
 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Tafsiryah (Cet. IV; Yogyakarta: Ma'had 
Nabawi, 2013), h.103 
3 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) 
4
 Mansyur Achmad. Teori- Teori Mutakhir Administrasi Publik. (Yogyakarta: Rangkang 
education. 2010) h. 196   
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dengan standar yang ditetapkan, maka pegawai tersebut merupakan pegawai yang 
tidak produktif. 
Penilaian kinerja merupakan tugas penting bagi organisasi publik khususnya 
di Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk mengetahui level kinerja 
pegawai yang dimilikinya. Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang 
berlokasi di jalan balai desa kelurahan bontotangnga Kecamatan Tamalatea 
merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kesehatan dengan wilayah kerja 12 Desa yaitu Desa Bontojai, 
Desa Bontosunggu, Desa Bontotangnga, Desa Borongtala, Desa Karelayu, Desa 
Manjangloe, Desa Tamanroya, Desa Tonrokassi, Desa Tonrokassi Barat, Desa 
Tonrokassi Timur, Desa Turatea, dan Desa Turatea Timur. Secara keseluruhan, tugas 
Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto sebagai lembaga pemerintah adalah 
melayani masyarakat dibidang kesehatan, sedangkan ASN adalah sebagai pelaksana. 
Kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Pasal 28 
H ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa “setiap orang 
berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan”. Selain itu, dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
kesehatan diamanatkan juga bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara 
fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 
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produktif secara sosial dan ekonomis”. Dalam konstitusi Organisasi Kesehatan 
Sedunia (WHO) Tahun 1948 tertulis juga, bahwa “Health is a fundamental human 
right”, yang mengandung suatu kewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan 
mempertahankan yang sehat. Hal ini melandasi pemikiran bahwa sehat sebagai hak 
asasi manusia. 
Buruknya pelayanan publik di Puskesmas Tamalatea  membuat masyarakat 
mengeluh dan merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, baik itu dari segi 
pemeriksaan yang kurang diperhatikan , lama waktu pelayanan, keterampilan 
petugas, sarana/ fasilitas, dan juga tenaga kesehatan yang masih adanya 
keterlambatan masuk kantor sehingga pelayanan kurang berjalan dengan lancar. 
Keadaan demikian membuat masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik menjadi 
tidak terpuaskan. 
Buruknya pelayanan publik menjadi salah satu variabel penting yang 
mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kebijakan 
pelayanan meliputi sumber daya manusia maupun fasilitas yang disediakan demi 
meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam pasal 34 ayat (3) 
Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas 
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. 
Sedangkan dalam pasal 1 angka (7) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 
mengatakan bahwa “fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat 
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yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 
preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, dan/ atau masyarakat. 
Rendahnya kinerja pelayanan akan membangun citra buruk pada puskesmas, 
dimana pasien yang merasa tidak puas akan menceritakan kepada rekan- rekannya. 
Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi kinerja pelayanan yang diberikan akan 
menjadi nilai plus bagi puskesmas, dalam hal ini akan merasa puas terhadap 
pelayanan yang diberikan oleh puskesma. 
Kemudian berdasarkan dari hasil observasi awal, terindikasi beberapa masalah 
kinerja aparatur sipil negara yang dilanggar oleh para pegawai di Puskesmas 
Tamalatea Kabupaten Jeneponto antara lain : 
1. Kurang memadainya fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan 
pelayanan kesehatan. 
2. Kurang optimalnya aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan 
publik kepada masyarakat, hal ini peneliti indikasikan dari banyaknya 
masyarakat yang mengeluhkan lambatnya pelayanan yang diterima. 
3. Pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara seperti 
keterlambatan masuk kerja serta keterlambatan dalam pelayanan. 
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4. Banyaknya keluhan dari masyarakat tersebut, peneliti mengindikasikan 
bahwa tidak adanya teguran ataupun sanksi dari pimpinan terhadap 
bawahannya yang melakukan pelanggaran. 
5. Pelaksanaan tugas yang tidak efisien, membuat sejumlah pekerjaan 
tertunda. 
6. Lingkungan yang nyaman mempengaruhi kinerja karena akan 
meningkatkan prestasi kerja. Namun linngkungan di Puskesmas 
Tamalatea berada didekat jalan raya, pasar dan lapangan sehingga faktor 
kebisingan kendaraan, polusi udara sehingga mempengaruhi kinerja 
pegawai dan ketidaknyamanan pasien. 
Berdasarkan dengan permasalahan diatas, terlihat bahwa belum maksimalnya 
pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur sipil negara di Puskesmas Tamalatea 
Kabupaten Jeneponto selama ini. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
yang berjudul : Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik di Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni Kinerja 
Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di 
Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Dimana pengertian kinerja adalah hasil 
atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di 
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dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Sedangkan aparatur sipil negara 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintahan dengan 
perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. 
Ukuran- ukuran keberhasilan dari kinerja karyawan yang dikemukakan oleh 
Sendow adalah : Quality, Quantity, Timelines, Cost- effectiveness, Need for 
supervision, Interpersonal impact,  
Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud dengan kinerja Aparatur Sipil 
Negara (ASN) dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan ASN dalam 
melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat. 
Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas aparatur sipil 
negara di Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 
Selain itu adapun pasal yang terkait dengan fokus penelitian dan deskripsi 
fokus ialah Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 yakni tentang Standar Pelayanan 
Publik Pasal 20 ayat (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan 
standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan 
masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dan Tentang Penilaian Kinerja  Pasal 38 Ayat 
(1) Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan  
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pelayanan publik secara berkala. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan. 
Dari kedua pasal tersebut penulis ingin melakukan suatu penelitian di 
Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto dikarenakan kinerja Aparatur Sipil 
Negara (ASN) dalam pelayanan publik masih minim dan apa saja faktor penghambat 
dalam pelayanan publik. 
Jadi dari pemaparan diatas penulis ingin melakukan sebuah penelitian di 
Puskesmas Tamalatea. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik di Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto ? 
2. Apakah Faktor-Faktor yang Menghambat Kinerja Aparatur Sipil Negara 
(ASN) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Puskesmas 







D. Kajian Pustaka 
Sumbangan pemikiran dari wacana terdahulu sangat diperlukan untuk lebih 
mempermudah penulis dalam penelitian tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 
Sebagai bahan  pertimbangan  dan rujukan dalam penelitian ini akan 
dicantumkan beberapa literatur- literatur hasil penelitian terdahulu tersebut antara lain  
1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Dianawati tahun 2011, dengan judul 
Optimalisasi Kinerja Aparat dalam Meningkatkan Pelayanan Kartu Keluarga 
di kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kinerja pegawai/ 
aparat Kecamatan Balaraja dalam pembuatan Kartu Keluarga masih belum 
optimal. Dalam hal ini diupayakan peningkatan dalam kedisiplinan pegawai, 
penambahan alat atau sarana untuk menunjang standar pengerjaan waktu 
pengerjaan waktu agar dapat menyelesaikan pelayanan dengan cepat dan tepat 
waktu sebagaimana sesuai dengan standar pelayanan minimum. Teori 
pengukuran kinerja yang digunakan menurut Dwiyanto. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nesya Ayu Wardhani tahun 2012, dengan 
judul Analisis Kinerja Pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Banten. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam penelitian ini dijelaskan 
bahwa kinerja pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Banten masih belum 
optimal dikarenakan masih banyak pegawai yang tidak disiplin, penempatan 
pegawai yang tidak menerapkan prinsip The Right Man in The Right Place, 
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serta gaya kepemimpinan yang kurang baik dari atasan. Teori pengukuran 
kinerja yang digunakan menurut Sedarmayanti. 
Kemudian dari hasil penelitian terdahulu tersebut peneliti memperoleh ilmu 
sebagai acuan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian 
yang dihasilkan oleh peneliti yang juga memiliki persamaan dan kesamaan. 
Persamaannya yaitu terkait organisasi publik yang hal utamanya membahas kinerja 
pegawai pada pemerintahan. Sedangkan perbedaannya dari penelitian terdahulu dan 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pada teori yang digunakan 
yakni berdasarkan pada teori kinerja. Dimana peneliti menggunakan teori Sendow. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan penelitian 
Berdasarkan dari rumusan masalah maka dapat dirumuskan pula tujuan dari 
penelitian ini. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimanakah kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam 
peningkatan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Tamalatea Kabupaten 
Jeneponto ? 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja aparatur sipil 
negara (ASN) dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Puskesmas 




b. Kegunaan penelitian 
Setelah merumuskan tujuan dari penelitian ini maka diharapkan pula 
penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat. Adapun kegunaan penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Menjadi salah satu panduan dalam memaksimalkan pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 25 tahun 2009 Pasal 20 ayat (1) tentang pelayanan publik dan 
Tentang Penilaian Kinerja  Pasal 38 Ayat (1). 







A. Pengertian Aparatus Sipil Negara (ASN) 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Aparatur Negara” 
didefinisikan sebagai “alat kelengkapan Negara”, terutama yang meliputi bidang 
kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab 
melaksanakan roda pemerintahan sehari- hari. Manajemen menitikberatkan pada 
kepegawaian Negara dikenal dengan “profesi pegawai” yang bekerja dipemerintahan 
yang melaksanakan “Public Civil Service”.1 Kepegawaian Negara di Indonesia 
dikenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dahulu dikenal dengan sebutan 
PAMONG PROJO atau PANGREH PROJO. Dengan adanya Undang- Undang No. 5 
tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), kepegawaian Negara yang disebut 
dengan istilah “Aparatur Sipil Negara” (ASN), mencakup Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 
Pembahasan tentang ASN merupakan bagian dari manajemen keegawaian Negara 
dibawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (passal 4 ayat 1 UUD 
                                                           
1
  https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aparatur_Sipil_Negara .diakses, Selasa 12 Desember 2017 
pukul. 20.00  
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NRI 1945). ASN adalah penyelenggara Negara yang terdapat dalam semua lini 
pemerintahan. Pelaksana kegiatan administrasi dilaksanakan oleh ASN sebagai 
sumber daya manusia penggerak birokrasi pemeintah. Menurut Paul Pigors, tujuan 
pengelolaan kepegawaian Negara adalah : 1). Agar penggunaan dan kinerjanya bisa 
efektif, tidak boros dan menghasilkan kerja yang sesuai yang dibutuhkan; 2). 
Pengembangan karirnya dijamin secara jelas sesuai dengan kompotensi diri dan 
kompotensi jabatan; 3). Kesejahteraan hidupnya dijamin. 
 
B. Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014, disebutkan beberapa 
pengertian terkait dengan aparatur sipil Negara, yaitu : 
a. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah. 
b. Pegawai ASN adalah profesi negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara 
lainnya dan dgaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 
c. PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan 
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d. PPPK ( Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian 
kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. 
Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang 
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta 
harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik. 
C. Pengertian Kinerja 
Kinerja (job performance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 
seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawab masing- masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun 
etika. 
Setiap pekerjaan yang efisien tentu juga efektif, karena dilihat dari segi hasil, 
tujuan dan akibat yang dikehendaki dari perbuatan itu telah dicapai secara maksimal. 
Pada umumnya kinerja diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang dalam 
melaksanakan suatu pekerjaan yang diperoleh dari perbuatannya. Kinerja adalah 
acuan tingkat keberhasilan dalam mencapai persyaratan – persyaratan pekerjaan2. 
                                                           
2  Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE YKPN, (Jakarta: Bumi Aksara, 
1995)  h. 327  
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Kinerja juga merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan 
dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama.3 
Pengertian kinerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa 
kinerja : 1) suatu yang dicapai; 2) prestasi yang diperlihatkan; dan 3) kemampuan 
kerja. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa kinerja dapat 
dilihat dari dimensi yang berbeda. 
Kinerja juga bisa diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh seseorang/ 
sekelompok orang yang menurut ukuran tertentu, dalam kurun waktu untuk pekerjaan 
yang bersangkutan. Pada dasarnya dalam setiap organisasi ada 3 macam kinerja yaitu 
kinerja organisasi, kinerja proses dan kinerja pegawai. Kinerja organisasi merupakan 
kinerja yang ditunjukkan oleh organisasi. Kinerja proses adalah kinerja yang 
ditunjukkan  oleh proses yang terjadi dalam organisasi , sedangkan kinerja pegawai 
adalah kinerja yang ditunjukkan oleh pegawai atau sekelompok pegawai. Hubungan 
ketiga kinerja ini sangat erat, karena kinerja organisasi tergantung pada kinerja proses 
dan kinerja proses sangat tergantung pada kinerja pegawai. 
Pengertian kinerja atau job performance ialah hasil yang dicapai oleh 
seseorang yang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan itu4. Menurut Maier 
kinerja (job performance) adaalah kesuksesan seseorang didalam melaksanakan suatu 
pekerjaan.5  
                                                           
3  Stephen  P  Robbins, Perilaku Organisasi, Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta : Prinhalindo, 
1996) h. 122 
4 Mohammad As’ad, Psikologi Industry. Edisi Keempat, (Yogyakarta : Liberty, 1995) h.24 
5 Inu Kencana. Ilmu Administrasi Publik. (Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2006) h. 32 
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Kinerja menunjukkan tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif 
kalau usaha itu mencapai tujuannya dengan ukuran- ukuran yang mendekati 
kepastian.6 
Sedangkan pengertian kinerja Pemerintah Daerah menurut Mohammad 
Mahsun yaitu : 
“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 
visi organisai yang tertuang dalam Strategic planning suatu organisai”.7 
Dari pendapat yang dikemukakan para ahli tentang kinerja, maka diperoleh 
gambaran bahwa suatu pekerjaan itu dikatakan efektif, jika proses yang dilakukan 
sesuai dengan hasil yang diinginkan. Pekerjaan yang cenderung banyak 
menggunakan biaya dan waktu dan hasilnya kurang optimal tidak dapat dikatakan 
sebagai suatu pekerjaan yang efektif. 
Amitai Etzioni menyatakan bahwa, “Organisasi dibentuk agar menjadi unit 
sosial yang efektif dan efisien. Kinerja organisasi diukur dari tingkat sejauh mana ia 
berhasil mencapai tujuannya. Sedangkan efisiensi organisasi dikaji dari segi jumlah 
sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu unit keseluruhan”.8 
Dari konsep- konsep yang dikemukakan diatas, maka dapat diperoleh 
pengertian bahwa kinerja adalah keberhasilan  dalam mencapai tujuan tertentu dalam 
suatu organisai atau institusi. 
                                                           
6 Hasan Shadily, Ensiklopedia Bahasa Indonesia.( IchtiarBaru-Van Hoevedan Elsevier 
Publishing projects. 1980) h. 183 
7 M. Mahsun,  Pengukuran Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta : BPFE, 2006) h. 25 
8 Amitai Etzioni, Organisasi- Organisasi Modern, (Jakarta : UI Press 1985) h. 3 
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Kata kinerja (performance) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. 
Para pakar banyak memberikan definisi tentang kinerja secara umum, dan dibawah 
ini disajikan beberapa diantaranya : 
1. Kinerja : adalah catatan tentang hasil- hasil yang diperoleh dari fungsi- fungsi 
pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. 
2. Kinerja : keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 
3. Kinerja : pekerjaan yang merupakan gabungan dari karakteristik pribadi dan 
pengorganisasian seseorang. 
4. Kinerja : adalah apa yang dapat dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Berdasarkan pengertian kinerja yang dipaparkan diatas, peneliti menyimpukan 
bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai pegawai dalam suatu 
organisasi, sesuai dengan wewenang  dan tanggung jawab yang diberikan organisasi 
dengan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika. 
D. Indikator Kinerja 
Dalam merumuskan beberapa indikator kinerja dalam penelitian ini 
didasarkan atas beberapa teori- teori yang ada. Berdasrkan pengertian kinerja oleh 
sudarmayanti bahwa arti performance atau kinerja dapat disimpulkan menjadi : 
“Performance” adalah hasil kerja yang dapat diacapai oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam suatu organisai, sesuai dengan wewang dan 
tanggung jawab masing- masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi 
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bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 
dan etika.9 
Sedangkan menurut Bernardian & Russel kinerja didefinisikan sebagai catatan 
mengenai outcome yang dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu, selama kurun waktu 
tertentu pula.10 Selanjutnya menurut hasibuan, Kinerja atau prestasi kerja adalah 
suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas- tugasnya yang 
didasakan atas kecakapan, usaha dan kesempatan, lebih lanjut dikemukakan bahwa 
gabungan dari tiga faktor penting yaitu : kecakapan, usaha, dan kesempatan.11 
Mahmudi mengatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan 
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 
telah ditetapkan.12 Sedangkan Mahsun mengemukakan bahwa jenis indikator kinerja 
pemerintah daerah meliputi indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan 
dampak. 
 Berikut ini adalah penjelasan dari teori indikator kinerja yang disampaikan 
oleh Mahsun. Penjelasan dari jenis- jenis diatas adalah sebagai berikut : 
1. Indikator masukan (Input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya, a. 
                                                           
9
 Sedarmayanti, Good Governance : Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun 
Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturasi dan Pemberdayaan, Ed 1,( Bandung : Mandar 
Maju. 2003) h. 147-148 
10 Ibid  h. 148 
11 Malayu S.P Hasibuan. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Buku I, (Jakarta : CV. 
Haji Masagung. 1999) h. 75 




Jumlah dana dibutuhkan; b. jumlah pegawai yang dibutuhkan; c. jumlah 
infrastruktur yang ada; serta d. jumlah waktu yang digunakan. 
2. Indikator proses (Process), dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan 
ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi 
pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah 
tingkat efisiensi dan ekonomis dalam pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi. 
Misalnya : Ketaatan pada peraturan perundang- undangan. 
3. Indikator keluaran (Output), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat 
dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non- fisik, indikator ini 
digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. 
Misalnya : Jumlah prroduk atau jasa yang dihasilkan, serta ketepatan dalam 
memproduksi barang atau jasa. 
4. Indikator hasil (Outcomes), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome 
menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin 
mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/ instansi 
akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output 
memang dapat dipergunakan sebagaiman mestinya dan memberikan kegunaan 
yang besar bagi masyarakat banyak. Misalnya : a. Tingkat kualitas produk atau 
jasa yang dihasilkan; b. Produktivitas para karyawan atau pegawai. 
5. Indikator manfaat (Benefit), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari 
pelaksana kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh 
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dari indikator hasil. Misalnya : a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Tingkat 
partisipasi masyarakat. 
6. Indikator dampak (Impact), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun 
negatif.13 
Pendapat lain mengenai indikator- indikator yang harus diperhatikan dalam 
rangka pengukuran kinerja pelayanan dapat diketahui dari pendapat yang 
dikemukakan oleh Lenville yang mengusulkan bahwa paling tidak ada tiga konsep 
yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja organisasi pemerintah yaitu; 
responbility (responsibilitas), responsiviness (responsif), dan accountability 
(akuntabilitas). Senada dengan pendapat diatas, Dwiyanto mengatakan bahwa : 
“dalam mengukur kinerja organisasi pemerintah (birokrasi publik) 
disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. Selanjutnya dikatakan 
bahwa indikator kinerja komprehensif karena mencakup dimensi- dimensi; 
kualitas layanan, produktivitas, responsivitas, responbilitas, dan 
akuntabilitas.”14 
 Indikator yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja 
pegawai adalah (1) pemahaman pengetahuan, (2) keahlian, (3) kepegawaian, (4) 
perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik. 
 Terdapat beberapa aspek kinerja yang dapat diukur yaitu : 
1. Akurasi (Pemenuhan standar akurasi) 
2. Prestasi (Menyelesaikan tanggung jawab dan tugas) 
                                                           
13 M. Mahsun,  Pengukuran Kinerja Sektor Publik.,(Yogyakarta, : BPFE  2006) h. 77 
14 Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, (Yogyakarta :  UGM Press. 
2006)  h. 50 
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3. Administrasi (Menunjukkan efektivitas administratif) 
4. Analitis (Analisa secara efektif) 
5. Komunikasi (Berkomunikasi dengan pihak lain) 
6. Kompotensi (Menunjukkan kemampuan dan kualitas) 
7. Kerjasama (Bekerjasama dengan orang lain) 
8. Kreativitas (Menunjukkan daya imaginasi dan daya kreatif) 
9. Pengambilan keputusan (Pengambilan keputusan dan pemberian solusi) 
10. Pendelegasian (Menunjukkan orang yang diberi kuasa untuk berbicara atau 
bertindak bagi orang lain) 
11. Dapat diandalkan (Menunjukkan sifat yang dapat dipercaya) 
12. Improvisasi (peningkatan kualitas atau kondisi yang lebih baik) 
13. Inisiatif (mengemukakan gagasan, metode dan pendekatan baru) 
14. Inovasi (pengenalan metode dan prosedur baru) 
15. Keahlian interpersonal (Hubungan manusiawi) 
 
E. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 
 Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut : 
a. Faktor individu 
Faktor individu meliputi : kemampuan, keterampilan, latar belakang 
keluarga, pengalaman kerja. Tingkat sosial dan demografi seseorang. 
b. Faktor Psikologis 
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Faktor- faktor psikologis terdiri dari persepsi, peran, sikap, kepribadian, 
motivasi, lingkungan kerja dan kepuasan kerja. 
 
c. Faktor Organisasi 
Struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan dan imbalan. 
Kinerja seorang pegawai akan baik apabila : 
1. Mempunyai keahlian yang tinggi. 
2. Kesediaan untuk bekerja. 
3. Lingkungan kerja yang mendukung. 
4. Adanya imbalan yang layak dan mempunyai harapan masa depan. 
Menurut Usman Faktor- factor yang mempengaruhi kinerja yaitu : 
1. Kualitas pekerjaan, meliputi akurasi, ketelitian, penampilan, dan 
penerimaan keluhan. 
2. Kuantitas pekerjaan, meliputi volume keluhan dan kontribusi 
3. Supervise, meliputi saran, arahan, dan perbaikan 
4. Kehadiran, meliputi regulasi, dapat dipercaya dan diandalkan dan 
ketetapan waktu. 




Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja menurut  Siagian menyatakan 
bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : kompensasi, 
lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi kerja, disiplin 
kerja, kepuasan kerja, komunikasi dan faktor- faktor lainnya. 
Sementara menurut Timple faktor- faktor kinerja terdiri faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat- sifat seseorang. 
Misalnya kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi 
dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek 
disebabkan orang itu mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak 
memiliki upaya- upaya untuk memperbaiki kemampuannya. 
Faktor eksternal yaitu faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang 
yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan- tindakan rekan 
kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Faktor internal 
dan faktor eksternal ini mempengaruhi jenis- jenis atribusi yang mempengaruhi 
kinerja seseorang. Jenis- jenis atribusi yang dibuat para karyawan memiliki sejumlah 
akibat psikologis dan berdasarkan pada tindakan. Seorang karyawan yang 
menganggap kinerjanya baik berasal dari faktor- faktor internal seperti kemampuan 
atau upaya,orang tersebut tentunya akan mengalami lebih banyak perasaan positif 
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tentang kinerjanya dibandingkan dengan jika ia menghubungkan kinerjanya yang 
baik dengan faktor eksternal.15 
Menurut Sedarmayanti, faktor- faktor mempengaruhi kinerja antara lain : 1) 
Sikap dan mental (motivasi kerja, disiplin kerja, dan etika kerja), 2) Pendidikan, 3) 
Keterampilan, 4) Manajemen kepemimpinan, 5) Tingkat penghasilan, 6) Gaji dan 
kesehatan, 7) Jaminan sosial, 8) Iklim kerja, 9) Sarana dan prasarana, 10) Teknologi, 
dan 11) Kesempatan berprestasi.16 
Menurut Sedarmayanti, instrument pengukuran kinerja merupakan alat yang 
dipakai dalam mengukur kinerja individu seorang pegawai yang meliputi, yaitu : 
1. Prestasi Kerja, hasil kerja pegawai dalm menjalankan tugas, baik secara 
kualitas maupun kuantitas kerja. 
2. Keahlian, tingkat kemampuan teknis yag dimiliki oleh pegawai dalam 
menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam 
bentuk pengetahuan, inisiatif, komunikasi, kerja sama, dan lain-lain 
3. Perilaku, sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan 
dibawa dalam melaksanakan tugas- tugasnya. Pengertian perilaku disini juga 
mencakup kejujuran, tanggung jawab dan disiplin. 
                                                           
15 Anwar Prabu Mangkunegara. Evaluasi Kinerja SDM. (Bandung : Refika Aditama. 2005) h. 
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4. Kepemimpinan, merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam 
memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan 
secara tepat dan cepat, termasuk pengambilan keputusan, dan penentuan 
prioritas.17 
 
F. Penilaian Kinerja 
Peniaian kinerja adalah proses melalu hasil karya personel dalam suatu 
organisasi melalui instrument penilaian kinerja. Hakikatnya, penilaian kinerja 
merupakan evaluasi terhadap penampilan kerja personel dengan membandingkannya 
dengan standar baku penampilan. Kegiatan ini membantu pengambilan keputusan 
bagian personalia dan memberikan umpan balik kepada personel tentang pelaksanaan 
kerja mereka. 
Menurut Desler, Gary mengungkapkan penililaian kinerja adalah prosedur apa 
saja yang meliputi : 
1. Penetapan standar kinerja 
2. Penilaian kinerja actual karyawan dalam hubungan dengan standar 
3. Member umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi karyawan 
untuk menghilangkan penurunan kinerja atau terus bekerja lebih giat18 
Menurut Dimmoc mengungkapkan tujuan penilaian kinerja yaitu : 
                                                           
17 Sedarmayanti.,  Manajemen Sumber Daya Manusia Birorasi dan Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil. (Bandung : PT Refika Aditama, 2010)  h. 377 




1. Membantu meningkatkan kinerja 
2. Menetapkan sasaran bagi kinerja perorangan 
3. Menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan 
4. Menyepakati rencana untuk pengembangan karyawan dimasa depan  
5. Menilai potensi dimasa depan untuk kenaikan pangkat 
6. Memberi umpan balik kepada karyawan mengenai kinerja mereka 
7. Member konsultasi kepada karyawan mengenai peluang karier 
8. Menentukan taraf kkinerja karyawan untuk maksud peninjauan gaji 
9. Mendorong pimpinan untuk berpikir cermat mengenai kinerja staf pada 
umumnya dan faktor yang mempengaruhinya, termasuk gaya kepemimpinan 
dan perilaku mereka sendiri19. 
Selanjutnya peneliti akan mengemukakan ukuran- ukuran dari kinerja 
karyawan yang dikemukakan oleh Sendow. 
1. Quality, adalah tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan 
mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. 
2. Quantity, adalah jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, jumlah 
unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan 
3. Timelines, adalah tingkat sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu 
yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinassi output lain serta waktu 
yang tersedia untuk kegiatan lain. 
                                                           
19 Ibid  h. 263 
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4. Cost- effectiveness, adalah tingkat sejauh mana penggunaan sumberdaya 
organisasi (manusia, keuangan, tekhnologi, material) yang dimaksimalkan 
untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit 
penggunaan sumberdaya. 
5. Need for supervision, adalah tingkat sejauhmana seseorang pekerja dapat 
melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang 
supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan. 
6. Interpersonal impact, adalah tingkat sejauh mana karyawan memelihara harga 
diri, nama baik dan kerja sama diantara rekan kerja dan bawahan.20 
Dan berikut ini manfaat penilain kinerja menurut sedarmayanti adalah: 1) 
Perbaikan kinerja, 2) Penyusaian kompensasi, 3) Keputusan penempatan, 4) 
Kebutuhan pelatihan dan pengembangan, 5) Perencanaan dan pengembangan karir, 6) 
Kekurangan dalam proses penyusunan karyawan, 7) Kesempatan kerja yang sama, 8) 
Tantangan dari luar, 9) Umpan balik terhadap sumber daya manusia.21 
Berdasarkan paparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja 
merupakan hasil kerja yang dapat dicapai pegawai dalam suatu organisasi, sesuai 
dengan wewenang  dan tanggung jawab yang diberikan organisasi dengan tidak 
melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika. Unntuk mencapai kinerja 
yang baik harus memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti tingkat 
                                                           
20 Sendow.  Pengukuran Kinerja Karyawan. (Jakarta : Gunung Agung 2007) h. 30 




kedisiplinan, motivasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja serta faktor- faktor yang 
lain. Sehingga dari faktor- faktor tersebut kita dapat menilai seberapa besar dan 
bagaimana kinerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. 
G. Pelayanan Publik 
Pelayanan menurut Kotler adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam 
suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 
terikat pada suatu produk secara fisik. Sedangkan Lukman berpendapat bahwa 
pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi 
langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan 
kepuasan pelanggan.22 
Pelayanan berkaitan erat dengan masyarakat, sehingga pelayanan lebih 
dikenal dengan istilah pelayanan publik. Publik berasal dari bahasa inggris Public 
yang berarti masyarakat, umum dan Negara. Kata publik dalam bahasa Indonesia 
diartikan sebagai umum, orang banyak dan ramai. 
Pelayanan publik menurut sinambela adalah pemenuhan keinginan dan 
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara.23 Pendapat lain mengenai 
pelayanan umum dikemukakan oleh Moenir adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material, melalui sistem, 
                                                           
22 Lijan Poltak Sinambela. Reformasi Pelayanan Publik. (Jakarta : Bumi Aksara. 2006) h. 4 
23 Ibid  h. 5 
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prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain 
sesuai dengan haknya.24 
Kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 
diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Kemudian dari definisi 
tersebut, Fandy menyimpulkan bahwa kualitas layanan ditentukan oleh kemampuan 
perusahaan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sesuai dengan ekspektasi 
pelanggan.25 Pemerintah/ pemerintahan sudah seharusnya menganut paradigma 
custumer driven (berorientasi kepentingan masyarakat) dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat luas, mempersiapkan seluruh perangkat untuk memenuhi 
paradigma tersebut secara sistematik (sejak masukan- proses- keluaran hasil/ 
dampaknya), sehingga terwujud pelayan public yang berkualitas (yang sedapat 
mungkin tangible, reliable, responsive, aman, dan penuh empati dalam 
pelaksanaanya).26 
Kualitas pelayanan sangat berhubungan dengan kinerja pegawai/ karyawan. 
Dalam penelitiannya, Djati menemukan bahwa kinerja karyawan dapat ditunjukkan 
melalui kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan.27 Kinerja pegawai 
                                                           
24 H.A.S. Moenir. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. (Jakarta: PT. Bumiaksara, 
2006) h. 26 
25
 Fandy Tjiptono. Service Manajemen Mewujudkan Layanan Prima, (Yogyakarta: 
Andi,2008) h. 85 
26
  Hardiyansyah, kualitas pelayanan public: konsep, konsep, dimensi, indikator, dan 
implementasinya, (Yogyakarta : gava media, 2011)  h. 14.  
27
  S. Pantja Djati dan Erna Ferrinadewi, Pentingnya Karyawan dalam Pembentukan 
Kepercayaan Konsumen Terhadap Perusahaan Jasa (Suatu Kajian dan Proposis). Jurnal 
Kewirausahaan dan Manajemen, vol.6. No.2 pp. h. 114-122. 
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adalah kemapuan pegawai dalam melakukan keahlian tertentu. Kinerja pegawai 
sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan 
pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.28 kinerja pegawai 
sangat berpengaruh terhadap kinerja organsasi dalam melaksanakan tugas dan 
mencapai tujuannya, karena pegawai merupakan penggerak organisasi. Baik 
buruknya kinerja pegawai merupakan baik buruknya kinerja  organisasi atau lembaga. 
Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa tingkat respon 
pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat rendah. 
Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 
masyarakat. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah No. 
63/KEP/M.PAN.2003. tanggal 10 Juli 2003, disebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sesuai 
dengan Kep. MENPAN No. 63/2003 penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi 
azas- azas sebagai berikut : 
1. Transparansi; bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 
yang memerlukan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 
2. Akuntabilitas; dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan 
                                                           
28
  Fandy Tjiptono, Service Manajemen Mewujudkan Layanan Prima.. (Yogyakarta: 
Andi,2008)  h. 5 
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3. Kondisional; sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 
pelayanan dengan tetap berprinsip pada efisiensi dan efektifitas 
4. Partisipatif; mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan 
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapa 
masyarakat. 
5. Kesamaan hak; tidak deskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, 
agama, golongan, gender dan status ekonomi 
6. Keseimbangan hak dan kewajiban; pemberi dan penerima pelayanan publik 
harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing.  
 
H. Prinsip Pelayanan Publik 
Sesuai Kep. MENPAN No. 63/2003 prinsip penyelenggaraan pelayanan 
adalah sebagai berikut : 
a. Kesederhanaan; prosedur pelayanan public tidak berbelit- belit, mudah 
dipahami dan mudah dilaksanakan 
b. Kejelasan; mencakup kejelasan dalam hal; (1) persyaratan teknis dan 
administratif pelayanan publik; (2) unit kerja/ pejabat yang berwenang dan 
yang bertanggungjawab dalam memberikan pelayan dan penyelesaian 
keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayan public; (3) rincian 
biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran 
c. Kepastian waktu; pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 
kurun waktu yang telah ditentukan 
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d. Akurasi; produk pelayanan public diterima dengan benar, tepat, dan sah 
e. Keamanan; proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 
kepastian hukum 
f. Tanggung jawab; pimpinan penyelenggara pelayanan publik/ pejabat yang 
ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggara pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana; tersedianya sarana prasarana kerja, 
peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai 
h. Kemudahan akses; tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, 
mudah dijangkau oleh masyarakat dan memanfaatkan tekhnologi telematika 
i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; pemberi pelayanan harus bersikap 
disiplin, sopan dan santun, ramah serta ikhlas dalam memberi pelayanan 
j. Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, ruang tunggu yang 
nyaman, bersih, rapi, serta disediakan fasilitas pendukung seperti tempat 
parkir, toilet, tempat ibadah, dll.29 
 
I. Standar Pelayanan Publik 
Merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan; sekurang- kurangnya 
meliputi : 
                                                           
29
 Republik Indonesia, Keputusan Menpan No: 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
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a. Prosedur pelayanan; yang dibakukan bagi pemberi daan penerima pelayanan 
termasuk pengaduan 
b. Waktu penyelesaian; yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 
sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan 
c. Biaya pelayanan; termasuk rincian tariff yang ditetapkan dalam proses 
pemberian pelayanan 
d. Produk pelayanan; hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan 
e. Sarana dan prasarana; penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 
memadai oleh penyelenggara pelayanan public 
f. Kompotensi petugas pemberi pelayanan; harus ditetapkan dengan tepat 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang 
diperlukan 
J. Teori Administrasi Pelayanan Publik 
Teori administrasi publik menurut William L. Morrow sebagai berikut: 
1. Teori Deskriptif, adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata dalam 
sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor- faktor yang 
mendorong orang berperilaku. 
2. Teori Perspektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan- perubahan 
didalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi. 
Penekanan teori ini adalah untuk melakukan pembaharuan, melakukan koreksi 
dan memperbaiki proses pemerintahan. 
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3. Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi. 
Apakah peranan birokrasi dipandang didalam pengembangan kebijakan dan 
pembangunan politik, ataukah peranan birokrasi dimantapkan, diperluas atau 
dibatasi. 
4. Teori Asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha- usaha 
untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori 
asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi dilingkungan 
birokratis. 
5. Teori Instrumental, adalah teori yang bermaksud untuk melakukan 
konseptualisasi mengenai cara- cara untuk memperbaiki teknik manajemen, 
sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih realistis. Teori ini 








Sebuah penelitian memerlukan yang namanya metode penelitian yang 
merupakan suatu cara dalam mendapatkan informasi dari objek penelitian. Metode 
penelitian merupakan hal yang esensial di dalam suatu penelitian ilmiah. Agar hasil 
penelitian yang ditemukan dapat menjadi pengetahuan yang teruji maka setiap 
penelitian mengikuti prosedur yang berlaku.ketetapan dalam menggunakan metode 
dalam suatu penelitian yang disesuaikan dengan objek penelitian dan tujuan yang 
ingin dicapai dapat memberikan hasil yang obtimal. Bagian ini berisi tentang jenis 
dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, 
instrumen penelitian dan berbagai cara yang di pakai dalam penelitian baik penelitian 
kualitatif maupun kuantitatif. 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Lapangan (Field Research) dengan 
jenis penelitian kualitatif. Yaitu peneliti turun langsung ke lapangan atau masyarakat 
tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai sisi dari kinerja 
ASN dalam peningkatan pelayanan publik di Puskesmas Tamalatea Kabupaten 
Jeneponto, sehingga lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari teori 
melainkan dari fakta yang sebagimana adanya di lapangan atau dengan kata lain 
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mendekatkan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau 
masyarakat tertentu. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto, tempat 
ini dipilih berdasarkan atas pertimbangan bahwa dipuskesmas ini memungkinkan 
untuk dilakukan penelitian sebab dapat ditemui populasi yang mencukupi untuk 
penelitian dan juga jarak tempat tinggal peneliti dan lokasi penelitian lumayan dekat. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Pendekatan Sosiologi  
Pendekatan sosiologi ini digunakan untuk berinteraksi dengan para informan 
yang dapat memberikan informasi. Pendekatan Sosiologi ialah suatu ilmu yang 
menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan stuktur, lapisan serta 
berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.1 
2. Pendekatan Yuridis 
Pendekatan yuridis ini digunakan karena berkaitan dengan pelaksanaan 
Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 Pasal 20 ayat (1) tentang pelayanan publik 
dan Tentang Penilaian Kinerja  Pasal 38 Ayat (1). 
 
 
                                                           
1 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet II: Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998), h. 39 
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C. Sumber Data 
Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bukti yang 
ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. 
Dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Dari data tersebut 
kemudian diolah sehingga dapat diutarakan dengan jelas dan tepat, sehingga dapat 
dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri, hal ini 
dinamakan deskripsi. 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari 
sumbernya. Sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan 
melalui wawancara terhadap pihak- pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, 
baik informan maupun responden 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari obyeknya, 
tetapi melalui sumber lain. Dalam hal ini data sekunder mencakup dokumen- 
dokumen resmi berisi informasi- informasi penting, buku- buku, hasil penelitian yang 
berwujud laporan dan sebagainya. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan data 
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 
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Research), dilakukan dengan cara mengunjungi langsung keobjek penelitian yaitu 
Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 
Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti : 
a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan, peninjauan sebelum diadakan 
penelitian, peneliti mengadakan dahulu kedaerah tempat yang penelitian itu. 
Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap 
aktivitas Aparatur Sipil Negara di Puskesmas Tamalatea Kabupaten 
Jeneponto. 
b. Wawancara, yaitu melakukan Tanya-jawab dengan pihak- pihak yang 
berhubungan dengan masalah penelitian yaitu birokrat seperti kepala 
puskesmas, pegawai dan masyarakat pada umumnya. 
c. Dokumentasi, dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda- 
benda tertulis seperti buku, majalah dokumentasi, peraturan- peraturan, 
catatan harian dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dalam 
pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan 
pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan 
dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian. 
 
E. Instrument Penelitian 
Salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam sebuah penelitian adalah 
instrumen atau alat yang digunakan dalam pengumpulan data yakni mengumpulkan 
data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk mencari data 
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yang akurat. Untuk pengumpulannya dibutuhkan beberapa alat untuk mendapaat data 
yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Instrument utama dalam penelitian ini 
adalah sendiri, dengan menggunakan  beberapa alat penunjang seperti kamera, 
perekam suara, dan buku catatan sehingga data yang dikumpulkan dapat 
dipertanggungjawabkan 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data- data 
bersifat penelitian kualitatif untuk menemukan yang diinginkan oleh peneliti. 
Pengolahan data yang ada selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang 
dapat mendukung objek pembahasan. 
Langkah- langkah yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian 
dapat dipaparkan dibawah ini : 
1. Reduksi Data 
Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, dan mengorganiasikan data dengan 
cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengolah 
data dengan bertolak pada teori- teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, 
baik data yang terdapat dilapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data 
dikumpulkan, dipilih secara selektif dengan cara disesuaikan pada permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang 
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data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup dan dapat segerah dipersiapkan 
untuk proses selanjutnya. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 
permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan, 
lalu dikelompokkan kemudian diberi batasan masalah.2 Dalam penyajian data ini, 
peneliti menguraikan setiap permasalahan dalam pembahasan penelitian dengan cara 
pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih 
spesifik. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara 
terus- menerus selama berada dilapangan, dari permulaan pengumpulan data, mulai 
mencari arti benda benda, mencatat keteraturan pola- pola (dalam catatan teori), 
penjelasan- penjelasan, konfigurasi- konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan 
proposal.3kesimpulan- kesimpulan itu kemudian diverifikasi kembali dengan 
mempertimbangkan dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk 
penegasan kesimpulan. 
 
                                                           
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta : Bima Aksara, 2006) h.1 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kabupaten Jeneponto adalah salah satu Daerah Tingkat II dengan ibukota 
Bontosunggu Binamu merupakan salah satu Kabupaten di selatan propinsi Sulawesi- 
Selatan, yang mempunyai sejarah, budaya dan moral yang sangat tinggi sejak 148 
tahun yang lalu, yaitu sejak kelahirannya pada tanggal 1 Mei 1863. Aspek yang telah 
mengkristal tersebut, yaitu Sipakatau dan A’bulo Sibatang Accera Sitongka- 
tongka. 
Kabupaten Jeneponto memiliki luas wilayah sebesar 749,8 km2, dimana luas 
wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut hanya 1.20 % dari luas Sulawesi- Selatan 
sebesar 62.361.71 km2. Kecamatan Bangkala Barat dan Kecamatan Bangkala dengan 
luas masing- masing 153.0 km2 dan 121.8 km2 yang mencakup 36.65 % dari 
keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jeneponto dan memiliki 353.287 jiwa. Secara 
administrasi pemerintahan terbagi atas 11 Kecamatan, 86 Desa dan 27 Kelurahan. 
Adapun batas- batas wilayahnya adalah sebagai berikut : 
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. 
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. 
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Flores. 
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- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Takalar 
Bagian utara terdiri dari dataran tinggi dan bukit- bukit dengan ketinggian 
500- 1.400 m diatas permukaan laut. Bagian tengah meliputi dataran dengan 
ketinggian 100- 500 m diatas permukaan laut. Bagian selatan wilayah dataran rendah 
dengan ketinggian 0- 150 m diatas permukaan laut.1 
Puskesmas Tamalatea berlokasi di Kecamatan Tamalatea Kabupaten 
Jeneponto yang dapat dicapai dengan kendaraan umum, tepatnya di Jl. Balai Desa 
Kelurahan Bontontangnga. Wilayah kerja puskesmas meliputi 12 (dua belas) desa 
yaitu : 
1. Desa Bontojai 
2. Desa Bontosunggu 
3. Desa Bontotangnga 
4. Desa Borongtala 
5. Desa Karelayu 
6. Desa Manjangloe 
7. Desa Tamanroya 
8. Desa Tonrokassi 
9. Desa Tonrokassi Barat 
10. Desa Tonrokassi Timur 
                                                           
1. Profil dnas kesehatan kabupaten jeneponto tahun 2014 
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11. Desa Turatea, dan 
12. Desa Turatea Timur. 
Adapun batas- batas wilayahnya adalah sebagai berikut : 
- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bontoramba 
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Binamu 
- Sebelah selatan berbatasan dengan laut flores 
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bangkala 
a. Keadaan Penduduk 
Kecamatan Tamalatea terdiri dari 12 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 
sebesar 57, 58 km2. Dari luas wilayah tersebut, kelurahan Tonrokassi memiliki 
wilayah terluas yaitu 6,72 km2, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah 
kelurahan Tamanroya yaitu 1,69 km2. 
Kependudukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masalah 
kesehatan, baik dari segi jumlah (kuantitas), pertumbuhan, struktur umum, mobilitas 
dan mata pencaharian penduduk. Bidang kependudukan diarahkan untuk 
pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas dan pengerahan mobilitas. 
Menurut data BPS Kabupaten Jeneponto, pada tahun 2016 jumlah penduduk 
dikecamatan Tamalatea sebanyak 41.645 jiwa yang terdiri dari laki- laki sebanyak 
20.231 jiwa dan perempuan sebanyak 21.414 jiwa. 
b. Persebaran dan Kepadatan Penduduk 
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Penduduk Kecamatan Tamalatea pada tahun 2016 sebanyak 41.645 jiwa 
yang tersebar di 12 Kelurahan/Desa, namun persebaran tersebut tidak merata. 
Persebaran yang tidak merata ini diakibatkan oleh letak Kecamatan yang merupakan 
jalur penghubung yang mudah diakses oleh semua sector, sehingga roda 
perekonomian di daerah- daerah tersebut sangatlah dinamis dan mendorong 
terjadinya pergerakan penduduk cepat. 
Kepadatan penduduk menunjukkan banyaknya penduduk perkilometer 
persegi. Tingkat kepadatan penduduk dikecamatan Tamalatea tahun 2016 sebesar 
723 jiwa/km2. Ditinjau menurut desa/kelurahan, maka kepadatan penduduk tertinggi 
adalah dikelurahan Tamanroya yaitu sekitar 1.750 jiwa/ km2, menyusul kelurahan 
Tonrokassi sekitar 1.123 jiwa/km2, dan Desa Bontosunggu sekitar 1.102 jiwa/km2.. 
selanjutnya desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah di 
Kelurahan Tonrokassi Timur sekitar 474 jiwa/km2. 
c. Visi, Misi dan Motto Puskesmas Tamalatea 
1. Visi : Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu & Profesional 
Menuju Kecamatan Tamalatea yang Sehat, Bersih & Sejahtera. 
2. Misi : 
1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata. 
2) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan SDM & 
peningkatan sarana pelayanan kesehatan 




4) Meningkatkan promosi kesehatan masyarakat untuk berperilaku hidup 
bersih dan sehat 
5) Peningkatan tata kelola manajemen puskesmas yang baik. 
3. Motto dan Tata Nilai 
1) Motto Pelayanan “Sipakala’biri” (saling menghargai) 
2) Tata Nilai : IKHLAS “Integritas, Kerjasama Tim, Harapan, Loyalitas, 
Amanah, Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun. 
d. Jenis – jenis pelayanan di Puskesmas Tamalatea 
a. Upaya kesehatan perorangan (UKP), kefarmasian dan laboratorium. 
1. Pelayanan pemeriksaan umum 
2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 
3. Pelayanan kesehatan ibu dan anak 
4. Pelayanan keluarga berencana (KB) 
5. Pelayanan gawat darurat 
6. Pelayanan gizi 
7. Pelayanan imunisasi 
8. Pelayanan kefarmasian 
9. Pelayanan laboratorium 
10. Pelayanan persalinan 
11. Pelayanan rawat inap 
b. Upaya kesehatan masyarakat (UKM) Esensial 
1. Pelayanan promosi kesehatan 
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2. Pelayanan UKS 
3. Pelayanan kesehatan lingkungan 
4. Pelayanan gizi masyarakat 
5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit 
6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat 
c. Upaya kesehatan masyarakat (UKM) pengembangan 
1. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat 
2. Pelayanan kesehatan lanjut usia 
3. Pelayanan posyandu balita 
4. Pelayanan kelas ibu hamil 
d. Pelayanan administrasi 
1. Surat keterangan sehat 
2. Surat keterangan sakit 
3. Dll 

































































Dokter 2 - 2 
Bidan 3 5 8 
Perawat 16 4 20 
Apoteker 2 1 3 
Driver - 1 1 
Analis Laboratorium 1 - 1 
 35 
(sumber : Puskesmas Tamalatea tahun 2018) 
B. Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Peningkatan Pelayanan 
Publik di Puskesmas Tamalatea 
 
Pembahasan dan analisis hasil penelitian merupakan pemaparan data dan 
informasi yang peneliti dapatkan dari lapangan yang kemudian disesuaikan dengan 
grand theory yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Grand theory yang 






1. Quality  
Quality adalah tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan 
mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. Mutu yang 
dihasilkan mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan seberapa baik 
penyelesaiannya. Berdasarkan skor/ bobot kemampuan pegawai dibuat kriteria 
dengan menggunakan skala interpretasi skor dengan ketentuan sebagai berikut : 
a) Skor = 81% - 100% Kriteria kinerja = Sangat Baik 
b) Skor = 61% - 80% Kriteria kinerja = Baik 
c) Skor = 41% - 60% Kriteria kinerja = Cukup Baik 
d) Skor = 21% - 40% Kriteria kinerja = Kurang Baik 
e) Skor = 0 % - 20 % Kriteria kinerja = Tidak Baik 
Berikut peneliti sajikan tabel capaian kualitas kinerja yang dihasilkan  












L P  L P 
Januari 521 171 350 521 171 350 
Februari 602 247 355 602 247 355 
Maret 525 247 278 525 247 278 
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April 510 158 352 510 158 352 
Mei 502 177 325 502 177 325 
Juni 520 210 310 520 210 310 
Juli 585 258 327 585 258 327 
Agustus 610 283 327 610 283 327 
September 612 249 363 612 612 249 
Oktober 515 150 365 515 150 365 
November 542 263 279 542 263 279 





 (Sumber : Data kunjungan puskesmas Tamalatea tahun 2017) 
Berikut juga hasil dari wawancara dengan narasumber peneliti mengenai 
kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh pegawai puskesmas Tamalatea Kabupaten 
Jeneponto : 
“kalau ditanya soal kualitas pekerjaan pegawai saya dipuskesmas sudah 
bagus, Cuma masih perlu adanya peningkatan, seperti kedisiplinannya 
pegawai disini , salah satunya kita utamakan sumber daya manusianya dari 
kedisiplinan  dan integritasnya dalam menyelesaikan pekerjaan,” 2 
 
                                                           
2 Abidin, SKM.,M.Kes, (51 Tahun), Kepala Puskesmass, wawancara, diPuskesmas Tamalatea 




“kalau pergia periksa disini (puskesmas) biasa cepat jaki nalayani karena  
jam 8 terbuka pendaftaran biasa jam 8 juga langsung maki nalayani jadi 
biasa tidak lama jaki menunggu.”3 
 
”ituji saya kalau antriki biasa lama sekali, baru terkadang kalau lewatmi 
nomor antrianta tidak nalayani maki lagi haruski lagi ambil nomor antrian 
baru.”4 
  
Dari hasil penilaian skor dan wawancara bisa dianalisa bahwa kualitas kerja 
yang dihasilkan pegawai sudah cukup baik, tetapi masih perlu perbaikan perbaikan 
dalam pelaksanaan tugas agar lebih maksimal sehingga kualitas pekerjaan meningkat. 
Secara otomatis jika kualitas pelayanan meningkat maka kepuasan masyarakat akan 
meningkat pula dan menambah kepercayaan masyarakat 
2. Quantity 
Quantity adalah jumlah yang harus dicapai atau dihasilkan, misalnya jumlah 
rupiah, jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan. Hal ini dapat dilihat 
dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam 
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks kinerja pegawai 
Puskesmas berdasarkan acuan tercapai atau tidaknya target yang ditentukan oleh 
pimpinan kepada stafnya. 
                                                           
3 Sawani, (60 Tahun), Masyarakat/pasien, wawancara, diPuskesmas Tamalatea Kabupaten 
Jeneponto, tanggal 27 Maret 2018  
4 Cia, (35 Tahun), Masyarakat/pasien, wawancara, diPuskesmas Tamalatea Kabupaten 




Berikut peneliti sajikan tabel capaian kuantitas kinerja yang dihasilkan  oleh 










Jumlah per Hari Jumlah Per 
Minggu 
Minggu Pertama 
Senin - - - 244 
Selasa - - - 
Rabu 47 47 94 
Kamis 41 41 82 
Jumat 32 32 64 
Sabtu 2 2 4 
Minggu - - - 
Minggu Kedua 
Senin 52 52 104 466 
Selasa 43 43 86 
Rabu 40 40 80 
Kamis 56 56 112 
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Jumat 42 42 84 
Sabtu - - - 
Minggu - - - 
Minggu Ketiga 
Senin 32 32 64 416 
Selasa 53 53 106 
Rabu 44 44 88 
Kamis 37 37 74 
Jumat 42 42 84 
Sabtu - - - 
Minggu - - - 
Minggu Keempat 
Senin 44 44 88 456 
Selasa 56 56 112 
Rabu 47 47 94 
Kamis 50 50 100 
Jumat 30 30 60 
Sabtu 1 1 2 
Minggu - - - 
Minggu Kelima 
Senin 56 56 112 292 
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Selasa 49 49 98 
Rabu 41 41 82 
Jumlah 1.874 
 (Sumber : Data kunjungan puskesmas Tamalatea Bulan Januari tahun 2018) 
Berikut juga hasil wawancara peneliti yang akan peneliti paparkan mengenai 
sejauh mana pegawai menyelesaikan target pekerjaannya. Berikut peneliti paparkan 
hasil wawancara dari pihak pimpinan : 
“kalau ditanya sudah sesuai apa tidaknya insyaAllah kita semua sudah kita 
coba sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai jabatannya, dan 
wewenangnya masing- masing kemudian kita coba upayakan kalau dari staf 
juga mengerjakan hal- hal yang spesifik sehingga jelas apa yang dikerjakan. 
Selain itu pekerjaan dilaksanakan seefektif mungkin. Juga pembagian beban 
kerja juga sudah  merata kepada seluruh staf. Jadi insyaAllah sudah sesuai 
dengan beban kerjanya masing- masing. Dan kalau mengenai bobot kerjanya 
sudah dikerjakan semua”5 
 
 Berdasarkan tabel dan hasil wawancara tersebut, pelaksanaan pekerjaan sudah 
berdasarkan standar kerja atau tupoksi masing- masing pegawai, dan penyelesaian 
pekerjaan pun sudah dilaksanakan secara efektif dan pembagian beban kerja sudah 
merata keseluruh staf yang ada. 
3. Timelines 
Timelines adalah tingkat sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu 
yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi output lain serta waktu yang 
                                                           
5 Abidin, SKM.,M.Kes, (51 Tahun), Kepala Puskesmass, wawancara, diPuskesmas Tamalatea 
Kabupaten Jeneponto, tanggal 27 Maret 2018 
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tersedia untuk kegiatan lain. Dalam wawancara berikut peneliti akan paparkan 
mengenai sejauh mana pegawai menyelesaikan waktu pekerjaannya. Berikut peneliti 
paparkan hasil wawancara dari pihak pimpinan : 
 
”Dalam menyelesaikan pekerjaan, misalnya pendaftaran pelayanan dimulai 
jam 8 pagi sampai jam 2 siang, tetapi pelayanan jam 8 sampai jam 4 sore 
targetnya semua yang melakukan pendaftaran layanan harus semua 
mendapatkan pelayanan atau pemeriksaan. Beda lagi dengan pekerja yang ada 
dilapangan, ada yang namanya ammuntuli (bertamu) dimana ammuntuli 
dilakukan oleh pegawai kita kepada masyarakat desa yang tidak bisa datang 
langsung kepuskesmas, biasanya yang melakukan ammuntuli (bertamu) ini 
pihak pusat pelayanan terpadu (Pustu) yang ada didesa desa. Dan ini 
dilakukan setiap harinya. Memang pelayanan kita seperti ini targetnya adalah 
agar masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan dimana saja.”6 
 
 
“iye, kalau mendaftar jaki sebelum jam 2 naperiksa jaki, cuman ituji antria 
yang biasa bikin lamaki disini, iye adaji biasa pihak puskesmas datang 
kekampung nasuntik imuniasasi itu beja-beja (anak bayi).”7 
  
Dari wawancara tersebut, peneliti dapat menganalisa bahwa pegawai dalam 
menyelesaikan waktu pekerjaannya sudah cukup optimal. Penyelesaian pekerjaan 
merupakan hal yang wajib terlaksana demi terciptanya organisasi yang efektif dalam 
pencapaian tujuan. 
 
                                                           
6 Abidin, SKM.,M.Kes, (51 Tahun), Kepala Puskesmass, wawancara, diPuskesmas Tamalatea 
Kabupaten Jeneponto, tanggal 27 Maret 2018 
7 Sawani, (60 Tahun), Masyarakat/pasien, wawancara, diPuskesmas Tamalatea Kabupaten 
Jeneponto, tanggal 27 Maret 2018 
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4. Cost- effectiveness 
Cost- effectiveness adalah tingkat sejauh mana penggunaan sumberdaya 
organisasi (manusia, keuangan, tekhnologi, material) yang dimaksimalkan untuk 
mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan 
sumberdaya. Berikut peneliti paparkan hasil wawancara terkait masalah sejauh mana 
penggunaan sumber daya organisasi (kelompok) dalam penyelesaian pekerjaan. 
 
“kita memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan latar 
belakang pendidikannya masing- masing, artinya dia sama- sama 
mengerjakan pekerjaan yang ada dan menutupi pekerjaan teman yang 
kebetulan sedang berhalangan hadir.”8 
 
 
“kalau saya liat belum baguspi kerjasamanya, karena kadang biasa yang 
honorji rajin kuliat melayani, baru kadang juga dua orangji biasa 
membantu kalau ada lahiran, biasanya kan 3 atau sampai 4 orang yang 
membantu proses lahiran.”9 
 
Dari hasil wawancara tersebut, peneliti bisa menganalisa bahwa kerjasama 
pegawai belum berjalan efektif, karena masih ada keluhan dari warga terkait 
kerjasama dalam bidang persalinan. Warga merasakan bahwa hal tersebut merupakan 
bentuk suatu kerjasama yang kurang baik antar pegawai. 
 
                                                           
8 Abidin, SKM.,M.Kes, (51 Tahun), Kepala Puskesmass, wawancara, diPuskesmas Tamalatea 
Kabupaten Jeneponto, tanggal 27 Maret 2018 
9 Cia, (35 Tahun), Masyarakat/pasien, wawancara, diPuskesmas Tamalatea Kabupaten 




5. Need for supervision 
Need for supervision adalah tingkat sejauhmana seseorang pekerja dapat 
melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang 
supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan. Dalam hal ini pegawai 
harus memiliki semangat untuk melaksanakan tugas tugas dalam memperbesar 
tanggungjawabnya. Berikut peneliti paparkan hasil wawancara mengenai pelaksanaan 
pekerjaan tanpa adanya pengawasan dari supervisor atau pimpinan : 
 
“biasanya jika saya tidak hadir ditempat saya kadang menelfon pegawai saya 
dalam melakukan pengawasan, jadi biarpun saya tidak masuk kekantor 
karena lain hal biasanya saya melakukan pengawasan lewat via telfon.”10 
 
“iye biar tidak masuk kantorki pak Abidin bagusji pelayanan, sepertiji 
biasanya jam 8 terbukami pendaftaran,”11 
 
Dari wawancara tersebut, peneliti menganalisa bahwa kelebihan utama dalam 
pelayanan yaitu adanya perhatian dalam pengawasan, hal ini menjadi sangat penting 
karena posisi pegawai sebagai pelayan masyarakat, adanya  pengawasan membuat 
proses pelayanan berjalan dengan baik. 
 
                                                           
10 Abidin, SKM.,M.Kes, (51 Tahun), Kepala Puskesmass, wawancara, diPuskesmas Tamalatea 
Kabupaten Jeneponto, tanggal 27 Maret 2018 
11 Cia, (35 Tahun), Masyarakat/pasien, wawancara, diPuskesmas Tamalatea Kabupaten 




6. Interpersonal impact 
Interpersonal impact adalah tingkat sejauh mana karyawan memelihara harga 
diri, nama baik dan kerja sama diantara rekan kerja dan bawahan. Berikut hasil 
wawancara yang peneliti dapatkan mengenai hal tersebut : 
 
“saya pikir pada dasarnya karyawan memang harus memelihara diri, menjaga 
diri, menjaga nama baik puskesmas dan harus saling kerja sama maupun 
saling menghargai antara rekan kerja dan bawahan, saya kira untuk saling 
menghargai sudah cukup baguslah sesama rekan kerja dan bawahan terlepas 
dari pada itu semua tentunya ada beberapa hal yang menjadi alasannya. Kalau 
untuk kerja samanya itu sendiri saya kira kita sudah memberikan tanggung 
jawabnya masing- masing dalam melakukan dan menyelesaikan 
pekerjaannya”12 
 
“saya kira untuk saling menghargainya sesama pegawai sudah terlihatji, 
cuman kalau untuk dibilang kerjasamanya saya kira belumpi karena itumi tadi 
kalau ada orang lahiran hanya dua orangji disitu membantu,”13 
 
Dari wawancara tersebut, peneliti menganalisa bahwa dalam memelihara 
kerjasama dalam pekerjaan masih terjadi tumpang tindih, hal ini dikarenakan 
kurangnya kerjasama antar pegawai dalam melakukan proses pelayanan. 
 
                                                           
12 Abidin, SKM.,M.Kes, (51 Tahun), Kepala Puskesmass, wawancara, diPuskesmas Tamalatea 
Kabupaten Jeneponto, tanggal 27 Maret 2018 
13 Cia, (35 Tahun), Masyarakat/pasien, wawancara, diPuskesmas Tamalatea Kabupaten 





C. Faktor-Faktor yang Menghambat Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Puskesmas Tamalatea 
Kabupaten Jeneponto 
 
Pelaksanaan suatu kegiatan jelas akan mendapati kesulitan dalam menghadap 
objeknya, didalam kinerja aparatur sipil Negara (ASN) tentunya melaksanakan tugas 
dan tanggungjawabnya dalam pelayanan publik tentu tidak terlepas dari yang 
namanya kesulitan, berikut ini beberapa faktor penghambat yang ditemui atau yang 
dirasakan para pegawai dalam pelayanan publik. 
1. Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana penunjang yang ada di Puskesmas Tamalatea masih 
kurang memadai, hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
dan kepala Puskesmas Tamalatea : 
“iya kalau untuk faktor penghambatnya dalam melayani masyarakat biasanya 
kita terkendala dilistrik dan jaringan wifi, karena terkadang listriknya tiba tiba 
mati, ini mungkin karena kilometer yang kita pakai sudah tidak kuat dayanya 
dan juga jaringan wifi biasa jelek. Ini kan sekarang kalau kita mau melakukan 
rujukan ke Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang kan kita hanya mengisi 
formulir lewat via online saja tapi ini biasanya kita terkendala dijaringan wifi, 
jadi kalau sudah begitu kita pake yang manual saja.”14 
 
                                                           
14 Abidin, SKM.,M.Kes, (51 Tahun), Kepala Puskesmass, wawancara, diPuskesmas Tamalatea 
Kabupaten Jeneponto, tanggal 27 Maret 2018 
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Jadi berdasarkan wawancara diatas peneliti menganalisa bahwa yang menjadi 
salah satu faktor penghambat dalam melayani proses pelayanan yaitu sarana yang 
masih kurang memadai seperti listrik yang terkadang tiba tiba mati,hal ini bisa 
menyebabkan adanya kerugian terhadap pasien dan pengunjung lainnya. Dan juga 
jaringan wifi yang terkadang tidak bagus, hal ini tidak terlalu berimbas terhadap 
pasien tetapi memperlambat proses pelayanan jika ingin melakukan rujukan. 
2. Keterbatasan Obat- Obatan 
Dalam melakukan pelayanan kesehatan, tentunya obat merupakan hal yang 
paling urgent dalam suatu pelayanan dibidang kesehatan. Keterbatasan obat- obatan 
yang dialami oleh Puskesmas Tamalatea menjadi salah satu lambannya proses 
pelayanan, hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 
kepala Puskesmas Tamalatea : 
“disini juga kita biasanya kekurangan obat- obatan, terkadang dari dinas 
kesehatan lambat mengirim dan juga biasa dana yang untuk pengadaan obat 
biasanya kita lambat dapat dari dinas kesehatan, jadi biasanya kami menyuruh 
keluarga pasien untuk membeli obat diApotek diluar saja kalau itu memang 
sudah tidak ada. Tapi selama ini memang pernah tetapi tidak sering jadi 
terkadang kita hanya terbatas obatnya saja bukan habis secara total.”15 
Berdasarkan penjelasan wawancara diatas, yang menjadi faktor 
penghambatnya adalah keterbatasan obat obatan yang belum lengkap untuk 
memperlancar proses pelayanan. 
 
                                                           
15 Abidin, SKM.,M.Kes, (51 Tahun), Kepala Puskesmass, wawancara, diPuskesmas Tamalatea 
Kabupaten Jeneponto, tanggal 27 Maret 2018 
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3. Kurangnya Tenaga Kesehatan 
Hampir semua lini pelayanan tak luput dari terjangan ketidakpuasan 
masyarakat. Tenaga kesehatan merupakan lini terdepan dalam sebuah rumah sakit 
atau pusat kesehatan lainnya, kurangnya tenaga kesehatan menjadi salah satu faktor 
lambannya pelayanan di Puskesmas Tamalatea kabupaten Jeneponto, hal ini 
diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala Puskesmas 
Tamalatea : 
“memang kita kekurangan tenaga kesehatan disini, terutama dokter. 
Dulunya disini ada dua orang dokter, Cuma yang satu melanjutkan 
pendidikannya kemakassar. Kalau yang satunya lagi dia tidak stand bye 
disini, adanya di Rumah Sakit Umum, nanti kalau ada apa- apa baru kita 
telfon, tapi kalau misalnya sakitnya bisa ditangani biasa saya yang periksa 
itu pasien”16 
Berdasarkan wawancara diatas peneliti menganalisa bahwa yang menjadi 
salah satu faktor penghambat dalam melayani proses pelayanan yaitu kurangnya 
tenaga medis atau tenaga kesehatan, terutama dokter yang masih kurang. Hal ini akan 
berimbas kepada pasien jika pertolongan dokter terlambat. 
                                                           
16 Abidin, SKM.,M.Kes, (51 Tahun), Kepala Puskesmass, wawancara, diPuskesmas Tamalatea 






Berdasarkan hasil penelitian tentang kinerja aparatur sipil negara (ASN) 
dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dipuskesmas Tamalatea dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik di Puskesmas Tamalatea. 
a. Kualitas kerja yang dihasilkan pegawai sudah cukup optimal, tetapi masih 
perlu perbaikan perbaikan dalam pelaksanaan tugas agar lebih maksimal 
sehingga kualitas pekerjaan meningkat. Waktu pegawai dalam 
menyelesaikan target penyelesaian pekerjaan merupakan hal yang wajib 
terlaksana demi terciptanya organisasi yang efektif dalam pencapaian 
tujuan. Kelebihan utama dalam pelayanan yaitu adanya perhatian dalam 
pengawasan, hal ini menjadi sangat penting karena posisi pegawai sebagai 
pelayan masyarakat, dengan pengawasan membuat proses pelayanan 
berjalan dengan baik. 
b. Kinerja pegawai dinilai cukup baik di Puskesmas Tamalatea Kabupaten 
Jeneponto ditandai dengan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan 
pekerjaan dan juga tingginya rasa tanggungjawab sebagai pelayan 
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masyarakat, tetapi masih perlu perhatian dan perbaikan dalam proses 
pelayanan agar lebih maksimal. 
 
2. Faktor-Faktor yang Menghambat Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Puskesmas Tamalatea Kabupaten 
Jeneponto. 
a. Sarana dan prasarana, sarana yang masih kurang memadai seperti listrik 
yang terkadang tiba tiba mati,hal ini bisa menyebabkan adanya kerugian 
terhadap pasien dan pengunjung lainnya. Dan juga jaringan wifi yang 
terkadang tidak bagus. 
b. Keterbatasan obat- obatan, obat merupakan hal yang paling urgent dalam 
suatu pelayanan dibidang kesehatan. Keterbatasan obat- obatan yang 
dialami oleh Puskesmas Tamalatea menjadi salah satu lambannya proses 
pelayanan. 
c. Kurangnya tenaga kesehatan, Tenaga kesehatan merupakan lini terdepan 
dalam sebuah rumah sakit atau pusat kesehatan lainnya, kurangnya tenaga 
kesehatan menjadi salah satu faktor lambannya pelayanan di Puskesmas 







B. Implikasi Penelitian 
Ada beberapa saran dari peneliti yaitu sebagai berikut : 
1. Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan pegawai maka pegawai harus 
diberikan pelatihan secara khusus terkait dengan keahlian dan tugasnya, 
kemudian membangun antar rekan kerja dan bawahan dalam bentuk 
kekeluargaan sehingga pegawai bisa merasa lebih dekat. 
2. Untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai, maka pimpinan memberikan 
penghargaan kepada pegawai yang memiliki kemampuan dan prestasi.  
3. Untuk meningkatkan kerja sama sesama rekan kerja maka pembagian 
tugas pekerjaan harus dijelaskan kepada pegawai agar tidak terjadi 
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